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BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
NOMOR  4  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang :  a. bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini 
yaitu adanya Perubahan nilai tanah dengan mengatur 

besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak 
(NPOPTKP); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Jayapura Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan; 

Mengingat : 1. Pasal 18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969  tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 

1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia             

Nomor 3566); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3684);  

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3988); 

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah  

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4884); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia       

Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah  dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010  Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91  Tahun 2010  tentang Jenis 
Pajak Daerah  yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5179); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7); 
 

Dengan Persetujuan Bersama: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

dan 

BUPATI JAYAPURA 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

 
 



 

 

4 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2011 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Jayapura Nomor 7) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan angka 5 (lima) dan angka 8 (delapan) Pasal 1 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura. 

3. Bupati adalah Bupati Jayapura. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura. 

5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jayapura. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jayapura. 

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil daerah yang diberi 

tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jayapura. 

9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan memper-
tanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD. 

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan  usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut 
pajak, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 
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14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

15. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah 

besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar 
pengenaan pajak. 

16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau NJOP pengganti. 

17. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
Pajak. 

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) 

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  

25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau  telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang  selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang  masih harus dibayar. 
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28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah  pajak yang telah ditetapkan. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak; 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 

daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 

Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan 
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehWajib Pajak. 

34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan olehWajib Pajak. 

35. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 
terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 

36. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 

terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap putusan yang 
dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pajak daerah.  

38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

39. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Jayapura yang diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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40. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi 
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan 

dan penyanderaan. 

41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. 

42. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung 

Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh 
utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan bagian 
tahun pajak. 

 
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga menjadi: 

 
Pasal 6 

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). 

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam hal: 

a. jual beli adalah harga transaksi; 

b. tukar menukar adalah nilai pasar; 

c. hibah adalah nilai pasar; 

d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. waris adalah nilai pasar; 

f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 
pasar; 

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang  mempunyai 
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 
adalah nilai pasar; 

j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak  adalah nilai 

pasar; 

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

l. peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 
tercantum dalam risalah lelang. 

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf n, tidak diketahui atau lebih rendah 
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan 
yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 
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3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7 

(1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 

ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk 
setiap Wajib Pajak Non Komersial. 

(2) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 

ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk 
wilayah komersial. 

(3) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 

orang pribadi yang masih dalam hubungan sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah ke 

bawah dengan pemberi hibah, wasiat, termasuk suami kepada istri atau 
sebaliknya, Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 
ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). 

       
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura. 

 
Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal, 12 Mei 2022                              
BUPATI JAYAPURA, 

ttd 

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 
 

Diundangkan di Sentani   
pada tanggal 12 Mei 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,   

  ttd 

                  HANA S. HIKOYABI 
                   

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 4 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA : 4/2022 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
NOMOR  4  TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

 
I.   PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, setiap daerah mempunyai hak dan 
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraanya.  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka Pemerintah 

Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Hal ini telah 
ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 
kenegaraan, bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang-Undang. Oleh 

karena itu, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus 
didasarkan pada Undang-Undang.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan 
kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah, diantaranya 

kewenangan pemungutan dan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan sebagai pajak daerah kabupaten/kota yang diserahkan oleh 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah kabupaten/kota.  

Dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa 
pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

berdasarkan ketentuan yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor3688), sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) diberikan batas berlaku 
paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya mewujudkan efisiensi 
dan efektifitas pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
oleh Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal  terkait pengelolaan dan 
penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  Hal ini 
dimaksudkan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan 

pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut guna 
mendukung percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Jayapura di 

masa datang. 
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II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

Pasal 7 

 Ayat (1) 

Berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 28 tahun 2009, nilai 
objek tak kena pajak dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan adalah Rp. 60.000.000,00. Aturan ini dibuat untuk 

menyesuaikan perubahan ketentuan batas minimal harga rumah 
yang diperbolehkan melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) 

Bersubsidi. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas adalah bapak atau ibu 
pemberi wasiat dan satu derajat ke bawah adalah anak kandung 
pemberi wasiat. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR  69 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

  


